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BABIV 


PENUTUP 


4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pennasalahan dan tujuan yang telab dibahas dan duraikan 

berbagai hal mengenai Hak-Hak Nonnatif Pekerja Yang Terikat Dengan 

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT), maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. 	 Para pihak dalam PeIjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) adalah 

pihak pengusaba dengan pihak buruh. Pada dasamya pengusaha adalah 

pemilik modal yang berhak atas keuntungan, tetapi besamya keuntungan 

tidak boleh merusak keseimbangan keadilan untuk pekerja atau buruh, dan 

bertanggung jawab pada risiko penanaman modal. Oleh karena itu 

pengelolaan modal dan usaha hams tetap berada ditangan pengusaha. 

Akan tetapi pengelolaan modal tersebut tidak boleh menimbulkan 

kesewenang-wenangan terhadap pihak lain yaitu pekeIja atau buruh. 

Sedangkan pekerja atau buruh adalab orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2. 	 Pengahlran hak-hak normatifpekerja yang terikat dengan Perjanjian Kerja 

Untuk Waktu Tertentu (PK\VT) Pada PT Garam (Persero) adalah berupa 

perlindtmgan terhadap upah, perlindungan terhadap upah lembur yang 

diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tabun 2003 

Pasal 88, mengenai pemberian perlindungan jaminan sosial tenaga kerja 
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(JAMSOSTEK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1992 

Jo Peraturan Pemerintab Nomor l4 Tabun 1993 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga KeIja, dan pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diatur 

dalam Permenaker Nomor: Per.041Menl1994 mengenai tunjangan hari 

raya keagamaan. Pengaturan Hak-hak Normatif dilaksanakan agar 

terciptanya ketenangan kerja pada gilirannya meningkatkan produktivitas 

efisiensi dan kineIja, serta kualitas kerja sangat penting bagi 

perkembangan Perusahaan PT Garam (Persero). 

4.2. Saran 

1. 	 Bahwa pihak yang terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

(PKWT), khususnya bagi pekerja atau buruh hendaknya benar-benar 

memenuhi persyaratan dan kemampuan kerja yang dapat dipertanggung 

jawabkan, serta bersedia untuk bekeIja sebagai tenaga kerja berjangka 

waktu tertentu. Kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian 

kerja tmtuk waktu tertentu hanlS dapat tercapai kesepakatan tanpa ada 

paksaan dari pihak ketiga, dan berkewajiban unntk memenuhi ketentuan 

dan syarat-syarat yang telah diatur dalam peIjanjian kerja untuk waktu 

tertentu (PKWT). 

2. 	 Pengusaba diharapkan dapat melaksanakan Peraturan perundang-undangan 

yang memuat ketentuan mengenai hak-hak normatif buruh atau pekerja 

tersebut secara nyata dan pengusaha hendaknya dapat lebih meningkatkan 

kesejabteraan pekerja ata'll bumh yang terikat dengan PeIjanjian KeIja 
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Untuk Waktu Tertentu (PKWT) maupun tenaga kerja lainnya dalam 

pemenuhan hak-hak nonnatifpara pekerja. Disamping itu bagi pengusaha 

maupun pekerja atau buruh wajib mentaati peraturan perundangan tersebut 

guna terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. 
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